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Abstrak 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal akan terwujud manakala lembaga perkawinan mampu membina 
keharmonisan rumah tangga dan memperoleh keturunan. Perkawinan harus didasari pada 
rasa saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap 
kegiatan rumah tangga.  
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu, kemudian perkawinan ini wajib dicatatkan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, tidak semua perkawinan dapat 
dipertahankan selamanya, karena sesuatu hal perkawinan juga bisa berakhir sehingga 
menyebabkan perkawinan itu putus. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena 3 (tiga) 
hal, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 
 
Kata Kunci: Perkawinan, hukum dan agama 
 
 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Manusia sebagai makhluk sosial 
(Zoon Politicon) tidak bisa hidup sendiri 
tetapi harus hidup bersama dengan orang 
lain. Manusia dalam hidupnya sangat 
membutuhkan dan saling ketergantungan 
antara satu dengan manusia lainnya. 
Dasar pemikiran inilah yang 
menyebabkan perkawinan itu ada, karena 
untuk memenuhi kebutuhan biologis dan 
untuk melanjutkan keturunan maka 
manusia membutuhkan manusia lainnya 
yang berlainan jenis.  
 
II. PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Perkawinan 
Secara etimologi, kata 
perkawinan berasal dari kata dasar kawin, 
kata kawin berasal ka-awin (bahasa jawa 
kuno) yang artinya dibawa, dipikul atau 
diboyong. Dalam Agama Hindu 
perkawinan disebut sebagai Pawiwahan, 
yang berasal dari kata “wiwaha” yang 
artinya pesta pernikahan atau pesta 
perkawinan. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (yang selanjutnya 
ditulis UU RI No. 1 Tahun 1974) 
dinyatakan “Perkawinan adalah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Jika diurai unsur-unsur perkawinan dari 
pengertian tersebut (Wienarsih Imam 
Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005: 
47) , didapatkan: 
a. Adanya Ikatan Lahir dan Batin; 
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Ikatan lahir batin dimaknai sebagai 
adanya kesesuaian antara hati (batin) 
dan lahiriah (fisik) untuk sepakat 
membuat ikatan dalam suatu 
perkawinan. Jadi tidak cukup batin 
saja atau lahiriah saja tetapi harus 
kedua-duanya harus terpadu erat. 
Ikatan batin adalah hubungan yang 
bersifat tidak formal yang merupakan 
ikatan yang tidak tampak secara nyata 
tetapi dapat dirasakan oleh kedua 
belah pihak. Sedangkan ikatan lahir 
adalah ikatan yang dapat dilihat 
dengan kasat mata yang 
mengungkapkan adanya hubungan 
antara seorang pria dan seorang 
wanita untuk hidup bersama sebagai 
suami istri. 
b. Perkawinan dilangsungkan antara 
seorang pria dan seorang wanita; 
Dimaknai bahwa perkawinan hanya 
dapat dilangsungkan antara satu 
orang pria dengan satu orang wanita, 
tidak boleh lebih dari itu dan tidak 
boleh berjenis kelamin yang sama. 
Perkawinan ini pada prinsipnya 
menganut asas monogami, yaitu saat 
yang bersamaan seorang pria hanya 
terikat dengan seorang wanita, 
demikian pula sebaliknya seorang 
wanita hanya terikat dengan seorang 
pria pada saat yang bersamaan. 
c. Ikatan yang terbentuk adalah Ikatan 
Suami Istri 
Ikatan lahir batin yang dibangun oleh 
kedua belah pihak antara seorang pria 
dan seorang wanita adalah ikatan 
suami istri melalui suatu perkawinan 
yang dilakukan berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
d. Tujuannya membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal  
Yang dimaksud dengan keluarga 
adalah ayah, ibu dan anak-anak. 
Bahagia dan kekal dimaknai adanya 
hubungan yang bersifat harmonis 
dalam keluarga tersebut dan berlaku 
selamanya (kekal) 
e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa 
Hubungan yang terjadi tidak hanya 
didasarkan pada peraturan 
perundang-undangan tetapi juga 
harus berdasarkan pada Ketuhanan 
Yang Maha Esa, karena itu sahnya 
perkawinan didasarkan pada agama 
dan kepercayaannya itu.  
2.2 Tujuan Perkawinan 
Sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya bahwa tujuan perkawinan 
adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Kebahagiaan akan 
terwujud manakala lembaga perkawinan 
mampu membina keharmonisan rumah 
tangga dan memperoleh keturunan. 
Perkawinan harus didasari pada rasa 
saling mencintai, saling bekerja sama, 
saling isi mengisi, bahu membahu dalam 
setiap kegiatan rumah tangga. Dalam 
Kitab Manava Dharmasastra IX.96 
disebutkan: 
“Prnja nartha striyah srstah 
samtarnartham ca manavah 
Tasmat sadahrano dharmah crutam 
patnya sahaditah” 
Artinya: 
“Untuk menjadi ibu, wanita 
diciptakan dan untuk menjadi ayah, 
laki-laki itu diciptakan. Upacara 
keagamaan karena itu ditetapkan di 
dalam Veda untuk dilakukan oleh 
suami dan istrinya”. 
Perkawinan dalam Agama Hindu 
tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan 
antara seorang pria dan wanita dengan 
tujuan hidup bersama sebagai suami istri, 
tetapi bagaimana mereka bisa hidup 
bersama-sama, menghasilkan anak-anak 
dan membina keluarga (Prem P. Bahlia, 
2010: 128). Keluarga dimaknai sebagai 
suatu jalinan ikatan pengabdian antara 
suami, istri dan anak (Jaman, I Gede, 
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Paramita: 2008). Dalam Kitab Manava 
Dharmasastra diuraikan 3 (tiga) tujuan 
pernikahan menurut Agam Hindu, yaitu: 
1. Dharmasampati; kedua mempelai 
secara bersama-sama melaksanakan 
dharma yang meliputi semua 
aktivitas dan kewajiban agama 
seperti melaksanakan yadnya, sebab 
di dalam grhasta-lah aktivitas 
yadnya dapat dilaksanakan secara 
sempurna. 
2. Praja; kedua mempelai mampu 
melahirkan keturunan yang akan 
melanjutkan amanat dan kewajiban 
kepada leluhur. Melalui yadnya dan 
lahirnya putra yang suputra, 
seorang anak akan dapat melunasi 
hutang jasa kepada leluhur (Pitra 
Rna), kepada Dewa (Dewa Rna) 
dan kepada para Guru (Rsi Rna). 
3. Rati; kedua mempelai dapat 
menikmati kepuasan seksual dan 
kepuasan-kepuasan lainnya (Artha 
dan Kama) yang tidak bertentangan 
dan berlandaskan Dharma. 
2.3 Syarat Perkawinan 
Dalam Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 
1974 dinyatakan: 
(1) Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. 
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Ada 2 (dua) hal penting yang diatur 
dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, 
yaitu: 
1. Sahnya Perkawinan 
Perkawinan dianggap sah apabila 
dilakukan menurut hukum agama dan 
kepercayaannya. Artinya ketika 
agama dan kepercayaannya itu sudah 
menyatakan bahwa perkawinan itu 
sah, maka negara juga mengakui 
sahnya perkawinan itu (sah menurut 
agama maka sah menurut hukum 
negara). Dalam Agama Hindu, 
sahnya perkawinan ditandai dengan 
melibatkan 3 (tiga) kesaksian, yaitu:  
a. Bhuta Saksi (Upacara Mabeakala) 
b. Dewa Saksi ( Upacara natab 
banten pawiwahan, mapiuning di 
sanggah/merajan) 
c. Manusia Saksi ( disaksikan oleh 
Prajuru Adat, Dinas/pemerintah 
dan sanak keluarga) 
Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
juga menyatakan “tatacara 
perkawinan dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”. 
2. Kewajiban untuk mendaftarkan 
perkawinan 
Pasal 3 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Adminiostrasi 
Kependudukan menyatakan “Setiap 
Penduduk wajib melaporkan 
Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwaa Penting yang dialaminya 
kepada Instansi Pelaksana dengan 
memenuhi persyaratan yang 
diperlukan dalam Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil”. 
Pencatatan Sipil adalah pencatatan 
peristiwa penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan 
Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 
angka 15 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan). 
Kantor Catatan Sipil sebagai instansi 
pelaksana dalam melaksanakan 
urusan Administrasi Kependudukan 
berkewajiban mendaftarkan Peristiwa 
Kependudukan dan mencatat 
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Peristiwa Penting, sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a UU RI No. 24 Tahun 2013).  
Perkawinan jika dikaitkan 
dengan pasal tersebut, termasuk 
dalam kategori Peristiwa Penting, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
1 angka 17 UU RI No. 24 Tahun 
2013 bahwa “Peristiwa Penting 
adalah kejadian yang dialami oleh 
seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, 
perceraian, pengakuan anak, 
pengesahan anak, pengangkatan anak, 
perubahan nama dan perubahan status 
kewarganegaraan”.  
Kewajiban mendaftarkan 
perkawinan dipertegas lagi dalam 
Pasal 34 ayat (1) UU RI No. 23 
Tahun 2006, yang menyatakan 
“Perkawinan yang sah menurut 
Peraturan Perundang-undangan wajib 
dilaporkan oleh Penduduk kepada 
Instansi Pelaksana di tempat 
terjadinya perkawinan paling lambat 
60 (enam puluh) hari sejak tanggal 
perkawinan”. Selanjutnya 
berdasarkan laporan tersebut, Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada 
Register Akta Perkawinan dan 
menerbitkan Kutipan Akta 
Perkawinan (Pasal 34 ayat (2) UU RI 
No. 23 Tahun 2006). Bagi penduduk 
yang terlambat melaporkan Peristiwa 
Penting berupa perkawinan 
dikenakan sanksi administratif berupa 
denda, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b UU 
RI No. 23 Tahun 2006. Adanya Akta 
Perkawinan menandakan bahwa 
perkawinan tersebut telah tercatat 
secara resmi, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 
Tahun 1975. 
Pasal 3 UU RI No. 1 Tahun 
1974, menyatakan: 
(1) Pada asasnya seorang pria hanya 
boleh memiliki seorang istri. 
Seorang wanita hanya boleh 
memiliki seorang suami. 
(2) Pengadilan, dapat memberi izin 
kepada seorang suami untuk 
beristeri lebih dari seorang 
apabila dikehendaki oleh pihak-
pihak yang bersangkutan 
Pasal tersebut mensyaratkan bahwa 
seorang suami hanya boleh menikahi 
seorang istri dan begitu juga sebaliknya, 
tetapi dalam hal-hal tertentu seorang 
suami boleh beristri lebih dari satu, 
asalkan dikehendaki oleh pihak-pihak 
bersangkutan (disetujui oleh istri 
sebelumnya) atas ijin Pengadilan. 
Pengadilan berdasarkan permohonan 
yang diajukan oleh yang bersangkutan 
dapat memberikan ijin kepada suami 
untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 4 
UU RI No. 1 Tahun 1974), apabila: 
a. Istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai istri. 
b. Istri mendapat cacat badan atau 
penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan 
c. Istri tidak dapat melahirkan 
keturunan. 
Untuk dapat mengajukan 
permohonan beristri lebih dari seorang ke 
Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat 
(Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 
1974) sebagai berikut: 
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-
istri. 
b. Adanya kepastian bahwa suami 
mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka. 
c. Adanya jaminan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap istri-istri dan 
anak-anak mereka. 
Di samping yang telah disebutkan 
di atas, syarat-syarat perkawinan juga 
dicantumkan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
UU RI No. 1 Tahun 1974, yaitu: 
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1. Perkawinan didasarkan pada 
persetujuan kedua calon mempelai 
(Pasal 6 ayat (1)) 
2. Bagi orang yang belum berumur 21 
(dua puluh satu) tahun yang ingin 
melangsungkan perkawinan harus 
mendapat izin dari kedua orang tua 
(Pasal 6 ayat (2)) 
3. Perkawinan hanya diizinkan bila 
pihak pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sedah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). 
Ketentuan ini dapat disimpangi 
dengan meminta dispensasi kepada 
Pengadilan atau Pejabat lain yang 
diminta oleh kedua orang tua pihak 
pria atau pihak wanita (Pasal 7 ayat 
(2)).  
2.4 Putusnya Perkawinan 
Dalam Kitab Manava Dharmasastra 
IX. 101 disebutkan: 
“Anyonyasyawayabhicaroghaweama
rnantikah, 
Esa dharmah samasenajneyah 
stripumsayoh parah” 
Artinya: 
“Hendaknya supaya hubungan yang 
setia berlangsung sampai mati, 
singkatnya ini harus dianggap sebagai 
hukum tertinggi sebagai suami istri”. 
Dalam Kitab Manava Dharmasastra 
IX.102 disebutkan: 
“Tatha nityam yateyam stripumsau tu 
kritakriyau, 
 Jatha nabhicaretam tau 
wiyuktawitaretaram” 
Artinya: 
“Hendaknya laki-laki dan perempuan 
yang terikat dalam ikatan 
perkawinan, mengusahakan dengan 
tidak jemu-jemunya supaya mereka 
tidak bercerai dan jangan hendaknya 
melanggar kesetiaan antara satu 
dengan yang lainnya”. 
Putusnya perkawinan dapat 
disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu 
kematian, perceraian dan atas keputusan 
pengadilan, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 38 UU RI No. 1 Tahun 1974. 
Perceraian adalah penghapusan 
perkawinan dengan putusan hak, atau 
tuntutan salah satu pihak dalam 
perkawinan itu (Subekti, 2001: hal 42). 
Pada prinsipnya setiap agama maupun 
hukum negara tidak menghendaki adanya 
perceraian, namun demikian, dalam 
perjalanan membina keluarga kadang 
kala ada saja hal-hal yang membuat 
hubungan tersebut tidak bisa berjalan 
dengan baik. Hal demikianlah yang 
memungkinkan terjadinya suatu 
perceraian.  
Putusnya perkawinan karena 
perceraian diatur dalam Pasal 39 UU RI 
No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: 
(1) Perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan Sidang Pengadilan 
setelah Pengadilan yang 
bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. 
(2) Untuk melakukan perceraian 
harus ada cukup alasan bahwa 
antara suami istri itu tidak akan 
dapat rukun sebagai suami istri. 
(3) Tata cara perceraian di depan 
sidang Pengadilan diatur dalam 
peraturan perundang-undangan 
tersebut. 
 
Dalam Pasal 18 PP No. 9 Tahun 
1975 dinyatakan “perceraian itu terjadi 
terhitung pada saat perceraian itu 
dinyatakan di depan sidang pengadilan”. 
Alasan-alasan perceraian dinyatakan 
dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, 
yaitu: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau 
menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang 
sukar disembuhkan; 
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b. Salah satu pihak meninggalkan 
pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain 
dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat 
hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat 
setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan 
kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak 
yang lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat 
badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami/istri; 
f. Antara suami dan istri terus 
menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 
 
Perceraian termasuk juga Peristiwa 
Penting yang wajib dilaporkan, 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 
UU RI No. 23 Tahun 2006, yaitu: 
(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh 
yang bersangkutan kepada 
Instansi Pelaksana paling lambat 
60 (enam puluh) hari sejak 
putusan pengadilan tentang 
perceraian yang telah 
memperoleh kekuatan hukum 
tetap 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
Pencatatan Sipil mencatat pada 
Register Akta Perceraian dan 
menerbitkan Kutipan Akta 
Perceraian 
 
Bagi penduduk yang terlambat 
melaporkan Peristiwa Penting berupa 
perceraian dikenakan sanksi administratif 
berupa denda, sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d UU RI 
No. 23 Tahun 2006 
Perceraian ini memberikan akibat 
adanya bekas suami dan bekas istri yang 
kemudian hidup sendiri-sendiri secara 
terpisah (Martiman Prodjohamidjojo, 
2002: 46). Namun demikian, kedua belah 
pihak mempunyai hak untuk kawin lagi 
dengan syarat ada waktu tunggu bagi 
seorang janda, yang diatur dalam Pasal 
39 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: 
(1) Waktu tunggu bagi seorang janda 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 
ditentukan sebagai berikut: 
a. Apabila perkawinan putus 
karena kematian, waktu 
tunggu ditetapkan 130 
(seratus tiga pulus) hari 
b. Apabila perkawinan putus 
karena perceraian, waktu 
tunggu bagi yang masih 
berdatang bulan bulan 
ditetapkan 3 (tiga) kali suci 
dengan sekurang-kurangnya 
90 (sembilan puluh) hari dan 
bagi yang tidak berdatang 
bulan ditetapkan 90 (sembilan 
puluh) hari; 
c. Apabila perkawinan putus 
sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu 
ditetapkan sampai melahirkan. 
(2) Tidak ada waktu tunggu bagi 
janda yang putus perkawinan 
karena perceraian sedang antara 
janda tersebut dengan bekas 
suaminya belum pernah terjadi 
hubungan kelamin. 
(3) Bagi perkawinan yang putus 
karena perceraian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak 
jatuhnya putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, sedangkan bagi 
perkawinan yang putus karena 
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kematian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak kematian suami. 
 
III. SIMPULAN 
Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuannya 
adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Syarat-syarat 
perkawinan: 
1. Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya 
itu 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
3. Pada prinsipnya menganut asas 
monogami, yaitu saat yang 
bersamaan seorang pria hanya terikat 
dengan seorang wanita, demikian 
pula sebaliknya seorang wanita hanya 
terikat dengan seorang pria pada saat 
yang bersamaan. 
4. Perkawinan didasarkan pada 
persetujuan kedua calon mempelai. 
5. Bagi orang yang belum berumur 21 
(dua puluh satu) tahun yang ingin 
melangsungkan perkawinan harus 
mendapat izin dari kedua orang tua. 
6. Perkawinan hanya diizinkan bila 
pihak pria mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sedah mencapai umur 16 
(enam belas) tahun. 
Putusnya perkawinan dapat 
disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu 
kematian, perceraian dan atas keputusan 
pengadilan. 
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